BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUFATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . a.

Mengingat . 1.

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan MNomor 4 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan periu disusun Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan
Bangunan,

. bahwa berkenaan dengan maksud pada hurup a, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5§ Tahun 1860
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp. Tahun 1960

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak
atau Kuasanya,

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961

tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
2324),

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1885

tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang MNomor 12 Tahun 1884 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomaor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3568).

. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 21 Tahun 1997

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
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Bangunan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 3569},

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844},

. Undang-Undang Republik Indonesia Momor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44.38);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5048);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan karena Warls dan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Republik
Indonesia Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4030);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomaor 112 Tahun
2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

Paraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 113 Tahun
2000 tentang Penentuan Besamya Nilai Perolehan Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4032),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/¥ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4737);

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

170 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomaor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah,

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia MNemor :
516/KMIK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besamya
Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33KMK/03/2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 MNomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor @ Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tala Kera
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 70},

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomeor 55);

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 04
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2010 Nomor 04),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BALANGAN



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Kabupaten Balangan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
Bupati adalah Bupati Balangan.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKFKD
adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah di Kabupaten Balangan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perclehan hak atas tanah dan/atau
bangunan,.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperclehnya hak atas tanah danfatau
bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungul pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milk negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang
menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menarima
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
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Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan
tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian,
dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki
kekuatan hukum.

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal
penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke
pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serla pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumiah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Yang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak
yang terutang; jumilah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Darah Lebih Bayar, yang selanjulnya disingkat,
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adailah
Surat Keputusan yang menentukan jumiah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STFD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjulnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk cleh Kepala Daerah.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sistern dan Prosedur Pemungutan BFHTE mencakup seluruh rangkaian proses

yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan
penerimaan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputt



prosedur pengurusan Akla Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
prosedur pembayaran BPHTB,

prosedur penealitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSFD BPHTB),
prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
prosedur pelaporan BPHTB;

prosedur penaginan;

~®apop

g. prosedur pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan
rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus
penghitungan besar BPHTB terutang Waijib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b)
adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi yang
dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTE dan dokumen
pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah danfatau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta
ke Kepala Kantor Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT,

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTE dan akta pemindahan hak,

(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB
Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat
Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

(8) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penclakan atas
pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Kepala SKPKD harus mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.
(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas

melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan
BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.



(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4} Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
beriugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan
data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTE
Bagian Pertama
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai
peraturan perundangan-undangan.

{2) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek
pajak yang haknya dialihkan,
Pasal &
(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran | Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Pembayaran EPHTB

Pasal 6
(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD-BPHTB).

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak
melalui Bank atau Tempat Lain yang Ditunjuk atau Bendahara Penerimaan pada
SKPKD.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7
(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTE; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.



(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.

(4) Tata cara penelitan SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8
(1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

(2) Kepala SKPKD dapat melakukan kerjasama dengan Kepala Kantor Pertanahan
dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.

(3) Tata cara pendaftaran Akla adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV
Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
Pelaporan BPHTE

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah,
Pasal 10
(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTE berdasarkan
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

{2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima |aporan penerimaan BPHTE dari
Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10
{sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta Perclehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berkutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTE

Pasal 11

(1) Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPFHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.



{2) Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTE dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperiukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
Peraturan Bupati ini,

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTE

Pasal 12
(1) Pengurangan BPHTE diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Fungsi
Pelayanan untuk diteliti.

{2) Pengurangan BPHTE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13
{1} Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

{2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan,
menyempurnakan lampiran-lampiran sesual dengan ketentuan perundang-
undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta
memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan,

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 8 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH
{ KABUPATE BALAHEAN‘%

b

-—--H':ﬁ. RIDUAN DARLAN \»

BERITA DAERAH KEBUPATEN BALANGAN
TAHUN 2011 NOMOR 08



Lampiran | : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 5 Mei 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akia sebagai dokumen legal
penerimaan hak atas tanah danfatau bangunan yang dilakukan oleh Wajib
Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTE dan draft Akla Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan,

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa
kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan
data terkait objek pajak di Kantor Pertanahan.

PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTRE atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya, Dalam prosedur ini Wajib
Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait
pemindahan hak atas tanah danfatau bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKFKD)

Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan keuangan
daerah, yang secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Dalam prosedur ini,
DPPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam
menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE (S5PD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB

terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT

ialah Camat atau Motaris, Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan

barwenang untuk:

- memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kantor Pertanahan;

- menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.

4. Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang mengelola dafabase pertanahan di wilayah
wewenangnya. Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Peranahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Waijib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah danfatau bangunan.
Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas
tanah dan/bangunan antara kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa sural
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada
dasamya menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah
dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat digertai dengan dokumen
pendukung lainnya.

Waiib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan
permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen
pendukung terkait perclehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta
dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah danfatau bangunan dari
Waijib Pajak. PPAT memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima.
Jka dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian
mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor
Pertanahan.

Langka

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor
Pertanahan menyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Lan 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. PPAT
kemudian memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan
dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data
objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat
melakukan pengecekan objek pajak dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan yang belum ditandatangani cleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerma formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB] dan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Lan T

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi, maka
PPAT menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek
pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu
menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Surat Setoran Pajak



Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan cleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Bentuk Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTE adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang terdiri
atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:
» Lembar 1.
Untuk Wajib Pajak.

» Lambar 2:
Untuk PPAT sebagai arsip.

Lembar 3:
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

W

» Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

» Lembar 5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

» Lembar 6:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada
Waiib Pajak.

Langkah 9
Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah disi dari

PPAT.

BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran
ini,
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Lampiran |l : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTE OLEH PENERIMA
HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTE oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
tarutang melalui Bank yang Ditunjulk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan
pembayaran dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui
Bank yang Ditunjuk atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTE terutang atas
perolehan hak atas tanah danfatau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTE
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.

3. Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak. Dalam prosedur ini Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan
berwenang unfuk:

- menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTE,
mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/
kurang.,
. menandatangani SSPD BPHTE yang telah lengkap pengisiannya; dan
. mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan S5PD BPHTB lembar &.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Fajak akan menerima Surat Setoran
Pajak Daerah BPHTE (SSPD BPHTB) yang teiah diisi. SSPD BPHTEB merupakan
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perclehan hak atas
tanah dan/atau bangunan. SSPD BPHTB terdiri atas B lembar, dengan perincian
sebagai berikut:



D.

* Lembar 1:
Untuk Wajib Pajak.
» Lembar 2
Untuk PPAT sebagai arsip.
* Lembar 3
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
* Lembar 4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permchonan peneliian SSPD
BPHTE.
= Lembar &:
Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai arsip.
= Lembar &
Untuk Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada
Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT
menandatangani SSPD BPHTE tersebut.

Langk

Waijib Pajak menyerahkan SSPD BPHTE kepada Bank yang ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan, Pada saat yang bersamaan, Wajib Pajak kemudian membayarkan
BPHTB terutang melalui Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan

Lan 3

Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTE terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTEB dan
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang
diterima dan Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB.
Lembar 5 dan & disimpan sedangkan lembar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.

Langkah §

\Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank yang
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses
berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTE ke Fungsi Pelayanan di
DPPKAD.

BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan prosedur pembayaran BPHTB ocleh Penerima hak tanah
dan/atau bangunan dalam bentuk bagan sebagaimana ter m dalam lampiran
ini.
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BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTE OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
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Lampiran Il : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 8 Mei 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH-BPHTB (SSPD-BPHTE)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur peneliian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan
proses verifikasl kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini
dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTE terutang
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank yang
Ditunjuk/ Bendahara Penerimaaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah
EPHTE dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data
objek pajak terpenuhi maka Fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTE.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak

yang tercantum dalam Surat Seftoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi

Pelayanan berwenang dan bertugas untuk,

. meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Infarmasi;

. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTE dan

. menandatangani Surat Setoran Pajak Dasrah BPHTB yang telah
diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan dalabase objek pajak. Fungsi ini

menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi

Pengolahan dan Informasi berwenang dan bertugas untuk:

- mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya; dan

- menyediakan data objek pajak alas permintaan dar Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menylapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTE, Dokumen pendukung terdin atas:



- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penenmaan Daerah (NTPDY/
SSPD BPHTE disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPDY),
Fotokopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat
lzin Mengemudi/ Paspor);

- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,
dalam hal transaksi waris.

- Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan),

- Fotokopi Kartu NPWF;

- Dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Waijib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTE. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohanan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD
BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan. Bentuk
formulir permohonan penelitian SSPD BPHTE adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitan SSPD BPHTB,
SSPD BPHTB (lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi
Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak
berdasarkan Formulir Permohonan Peneliian SSPD BPHTB yang diterima.
Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan Data
kepada Fungsi Pengolahan Data dan Informasi, Bentuk formulir pengajuan data
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

ngkah

Fungsl Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data dari
Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menarik data yang
dibutuhkan dari sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data dan
Informasi kemudian mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi lalu menyerahkan kembali data
Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan. Bentuk formulir informasi data
objek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

Lan hd

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek
pajak dari Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen
pendukung SSPD BPHTE berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan
Data dan Informasi. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD berhak melakukan
penelitian lapangan untuk mengecek kebenaran data secara rill. Mekanisme dan
tata cara penelitian lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTE (lembar 1, 2, 3, dan 4)., Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi. Fungsi Pelayanan
lalu menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak.



Langkah 6
Waijib Pajak menerima SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi Pelayanan.

D. Bagan Alur Prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-
BPHTB).

Merupakan ringkasan prosedur Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BFHTB
(SSPD-BPHTB) dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
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CONTOH DOKUMEN FORM PENGAIUAN DATA

FORM PENGAJUAN DATA

Oengan hormaz,
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I CONTOH DOKUMEN FORM DATA DRIEK PAIAK

DATA OBIEK PAJAK
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE KANTOR PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan

hak kepemilikan tanah. Pendaftaran ini dilakukan cleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagal prasyarat penerbitan Akta Pemindahan

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan
hak atas tanah telah terdaftar di Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1.

Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung
pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan,
Wajib Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebul kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak
atas tanah ke Kantor Pertanahan, PPAT berwenang dan bertugas
untuk:

mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

- menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kantor
Pertanahan.

Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di
wilayah wewenangnya. Dalam prosedur ini Kepala Kantor Pertanahan
berwenang dan berfugas untuk:

memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak atas

tanah; dan

memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan presedur pembayaran, Wajib Pajak
menerima Sural Setoran Pajak Daerah BPHTE (SSFD BFHTB) lembar 2
dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh
Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan malalui Kantor
Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serla Bukl
Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2) kepada Pejabat Pembuat Akia Tanah
(PPAT).

Lanagkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Dasrah BPHTB (SSPD BPHTE)
lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2)
dari Waijib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan draft Akia Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan, PPAT mengarsip S5PD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan
menyerahkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti
Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor Perta nahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan kemudian
menelaah kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkai objek pajak.
Kepala Kantor Pertanahan lalu memperbaharui dafabase daftar kepemilikan
hak atas tanah.

Langkah &

Kepala Kantor Pertanahan mengarsip Sural Setoran Pajak Daerah BPHTB
(SSPD BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Pertanahan lalu menyerahkan draft
Akta Pemindahan Hak atas Tanah danfatau Bangunan serta Bukli
Penerimaan SSP PPh pasal 4 ayat (2) kepada PPAT.

Langkah &
PEAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta
Pamindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



Langkah 7
PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah danfatau
Bangunan.

BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Pendaftaran Akta ke Kantor Pertanahan
dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum dalam lampiran-jni.

t& SEFEW EFFENDIE
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Lampiran V : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTE

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh
Bank yang ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dalam melaporkan
penerimaan pembayaran BPHTE dari Wajib Pajak. Prosedur ini juga
meliputl proses pelaporan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah
atas setiap akia pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan
pembayaran BPHTE dari Waijib Pajak yang melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTE dari Wajib
Pajak melalui mekanisme penyeloran ke rekening penerimaan Kas
daerah. Bank yang ditunjuk berwenang dan bertugas untuk:

. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak:

_ menarbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTE melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan

- menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini
Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas untuk.
menerima pembayaran BPHTE dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetaran tunal;
. menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk atas setiap
pembayaran BPHTB darl Wajib Pajak melalul mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah,



. menerima Register SSPD BPHTE dari Bank yang ditunjuk atas
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetaran ke rekening penerimaan kas daerah:

. menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak yang melalul mekanisme tunal ke Bendahara
Penerimaan;
mencatal penerimaan BPHTE dalam Buku Penerimaan dan
Penyetoran;

- menyiapkan Register STS; dan

- mendapatkan SSPD BPHTB lembar & dari Bank yang ditunjui/
Waijib Pajak.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Dalam prosedur ini
PPAT berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Penerbitan
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Fungsl Pembukuan dan Pelaporan

Merupakan pihak yang beriugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi
PAD berdasarkan dokumen-dokumen yang diterima dari Bank yang
ditunjuk/ Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembual Akta Tanah.
Dalam prosedur ini Fungsi Pembukuan dan Pelaporan berwenang dan
bertugas untuk:
. menerima SSPD BPHTE lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
. menerima Register S5PD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;
. menerima Register STS dari Bandahara Penerimaan;
menerima Buku Penerimaan dan Penyeloran dari Bendahara
Panerimaan;
menerima Laporan Penerbitan Akla Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari PPAT, dan
. menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

Bentuk dokumen register SSPD BPHTB, register STS dan formal
buku penerimaan dan penyetoran adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran ini.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang Ditunjuk

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang Ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTE lembar 5 dan SSPD BPHTE Lembar & atas seliap penerimaan



pembayaran BPHTE darl Waiib Pajak yang melalul mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah.

ngkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang Ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTE dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5,

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara
Penerimaan atas setiap penerimaan pembayaran BEPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Mota Kredit dari Bank yang Ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTEB ke Buku
Penerimaan dan Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatal
penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah &

Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSFD BPFHTE lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.

Langka

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTE yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

C.2. Pelaporan BPHTE yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip

sSPD BPHTE lembar 5 dan lembar & atas setiap penerimaan pembayaran
EPHTE darl Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penenmaan.

Langkah 2

Bardasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register
5SP[D BPHTB. Bendahara Penerimaan mengarsip SSPD BPHTE lembar 5.



Langkah 3

Secara periodik, Bendahara Penerimaan menyampaikan Register SSPD
BPHTE yang dilampiri dengan S5PD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan
dan Penyetoran, beserta Register STS kepada Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.

Langkah

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTE yang
dilampiri dengan SSPD BFPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan
Penyetoran, beserta Register STS.

C.3. Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menylapkan dan menandatangani
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT juga
menerima SSPD BPHTE lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2

PPAT membuat Laporan Penerbitan Akia Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah

PPAT menyampalkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

C.4. Pelaporan Realisasi PAD

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C2, dan C.3, maka Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTE, SSPD
BPHTE lembar 6, Buku Penerimaan dan Penyetoran, Register STS, dan
Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan menyusun Laporan Realisasi PAD.

D. BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Pelaporan BPHTE dalam bentuk bagan
sabagaimana tercantum dalam lampiran ini.

JDEUFA HGAH{
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Lampiran VI : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mel 2011

PROSEDUR PENAGIHANN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTE merupakan
proses yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan
BPHTB terutang yang disebabkan karena BPHTE terutang menurut SSPD
BPHTB : tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda.

Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTE merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTE yang masih kurang
dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah {SSPD) BPHTB dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5
(lima) tahun semenjak diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menindaklanjuli Wajib Pajak yang belum
melunasi BPHTE terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki
dan mengelola database Daftar Sural Tagihan Pajak Daerah (STPD)
BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan BPHTE, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB, Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar Tambahan BPHTB.
Waijib Pajak juga akan menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh
tempo belum melunasi BPFHTE terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk

- memeriksa SSPD BPHTB
- menerbitkan STPD BPHTB



menerbitkan SKPD Kurang BayarBPHTB
menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTE

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTE

Lan 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTE sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsip SSPD BPHTE yang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan [alu memeriksa setiap SSPD BPHTE terutang yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bungaldenda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulls, salah
salah hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan
Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,
dan kena bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar
tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD
BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. STPD BPHTE diceak rangkap 2.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTE (lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BFHTB (lembar 1) kepada Wajib

Pajak.
Lan 7

Fungsi Penagihan memperbaharul Daftar STPD BPHTE atas satiap STFD
BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.



La hs

Wajib Pajak menerima STFD BFHTE dan membayarkan BPHTE terutang
sesual dengan prosedur pembayaran BPHTE.

C.2. Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1
Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi

Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB
tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan
memeriksa nilal BPHTB terutang yang tercantum dalam SKFD Kurang Bayar
lersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar yang masih
kurang dibayar

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD
Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKFPD Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan SKFD
Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

Langkah 8

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD
Kurang Bayar Tambahan {lembar 1) kepada Waljib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap
SKPD Kurang Bayar yang telah cikirimkan kepada Wajib Pajak.



Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
atas setlap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada
Wajib Pajak.

Langkah

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar Tambahan
dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran
BPHTB.

C.3. Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/
SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan:
- Daftar STPD BPHTB
- Daftar SKPD Kurang Bayar
Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan memantau
surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo,

Langkah

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi
dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
BPHTE yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi
. Menghubungi wajib pajak melalul telepon
Mengirimkan Surat Pembe itahuan dan Himbauan

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada
Waijib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang

La h 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui,
maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran {rangkap 2). Bentuk
Surat Teguran adalah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.



Langkah S

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran {lembar 2).

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.

Langkah 7
Wajib Pajak menernma Sural Teguran.

La h8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat
Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak, Bentuk Daftar Surat Teguran
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

. BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Penagihan BPHTB dalam_bentuk bagan
sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang terdiri dar, ) Bagan.
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Lampiran VIl : Peraturan Bupati Balangan
Nomor 8 Tahun 2011
Tanggal 9 Mei 2011

PROSEDUR PENGURANGAN EPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTE merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam menetapkan persetujuan/penciakan atas
pengajuan pengurangan BPHTB terutang dari Waijib Pajak. Fungsi
Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar Peraturan Kepala
Daerah yang berisi tentang kriteria dan kategor pengurangan untuk
daerah yang bersangkutan. Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan
Data dan informasi sebagai pihak yang memiliki dan mengelola database
objek pajak di wilayah administratiinya. Bentuk Surat Ketatapan
Pengurangan BPHTE adalah sabagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas
BPHTE terutang menurut surat ketetapan BPHTE yang telah
diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:

- menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BFHTE
menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPFHTE
mengajukan data terkail objek pajak kepada Fungsi Pengolahan
Data & Informasi

- menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

. menerbitkan Sural Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB
atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTE,

3. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk:
- menylmpan dan mengelola dafabase terkait objek pajak, dan
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengsjuan Pengurangan BPHTE yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan
Surat Ketetapan BPHTE kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2
Fungsi Palayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.

Fungsi Pelayanan kemudian memberkan Tanda Terima Pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak

ngkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsip dokumen pengajuan pengurangan.
Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan
permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan
Data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi
Pengolahan Data dan Informasi,

Langkah §

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form Pengajuan Data.
Fungsl Pengolahan Data dan Informasi kemudian menarik data terkait objek
pajak dari Database Objek Pajak.

Langkah &

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form Pengajuan Data
dengan data terkait cbjek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data
(yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima,



Langkah 8

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan:
- Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak)

atau,
- Surat Keputusan Pengurangan BPHTE {untuk yang disetujui).

Langkah 10
Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemariksaan.

Langkah 11

Fungst Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BFHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi
yang disetujul) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTE dan melakukan pembayaran
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB,

. BAGAN ALUR

Merupakan ringkasan Prosedur Pengurangan BPHTE da bentuk bagan

sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
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Surat Keputusan Penolakon/Pengurangan BFHTR Hal 1

Menimbang

Mengingat

FERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAM

NOMOR: s

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAMN HAK ATAS DAN BANGLIMAN

YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAFATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

i Surat permohonan pengurangan Bea Pérolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

TR S i S ORTEREL. s H
2@ hasll pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan stas Tanah dan
Bangunan yang teruta ng sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemerikssan ;
Nomor ¥ e bt i)
Tanggal . TR AT ’
b. babwa terdapat/tidak terdapat *] cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Ferclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
: L. Paraturan Kepala Deerah Momar .. Tabo a ... tertang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Benguhan.
Z. Peraturan Kepala Daerah Nomaor ... Tahun ... Tentang Pemberian Pengurangan Bea
Perohehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS DPPFKAD EABLPATEN BALANGAN TENTANG
PEMEBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAMN BANGLINAN YANG
TERUITANG.

: Mengabulkan selurubnys/ mengabiulken sebaglan/ menolak permohonan pe ngurangan
Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] y ang terutang kepada Walib
Pajak:

Nama Wajib Pajak e i
Alarmat Wajib Pajak L oo ool o o i B "

- _Larmprirgn VI - Penagsihan




I Sural Keputusan Pergierangan BPYTH Hal 2

[EEMF.I.T

F

)

Letak Objek Pajak it ol b e ik ik L b MR P
Tahun BFHTE o b e s — PO
Atas perclehan hak atas tansh dan/atau bangunannya dengan:

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ D akumen lainmya ** -

-
Kecamatan - IO R ————— L
Kab, Kota I — = Lok i i s

+ Setual dengan keputusan sebagaimana dim aksud pada dikium PERTAMA, maka

Besarnya BPHTE yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

3. BPHTE Terutang . - T —
b, Besarnys Pengurangan | i - —
€. Jumiah BPHTE yang seharusnya dibayar . F— e
[sebesar: s }

; Apabila dikemudian hari termyata terdapat kekeleirua n dalam kpputusan ink maka akan

dibetulkan sebagaimana mestinya.

- a. Asll Keputusan ini disampalkan kepads Walib Pajak:

b. Salinan Keputusan ind disimpan sebagal arsip Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.

Kegpala Dinas PPKAD Kabupaten Balangan

e i b I g e iR L BT R

Coret yang tidak periu
Déisl sesual kiperiusn




BAGAN ALUR PROSEDUR PENGURANGAN BPHTE

Ponetagan Surmt Knputuan Pregurangan SPHTS
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